
 
 

 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 54 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 
 

Menimbang : a.  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah 
wajib Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA 
Perangkat Daerah; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Kecamatan Grati Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2022;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 
183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496);  

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318); 

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di 
Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 69); 

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2021 Nomor 39). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 

GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 
 



Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan 
Grati adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Grati yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Grati adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan 
Grati serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

 
Pasal 2 

 
Renja Kecamatan Grati Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan 
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

 
Pasal 3 

 
Renja Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada 
Renstra Kecamatan Grati, hasil evaluasi Renja Kecamatan Grati tahun lalu dan 
hasil evaluasi Renja Kecamatan Grati tahun berjalan. 

 
Pasal 4 

 
(1) Renja Kecamatan Grati Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN; 
BAB II  : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU; 
BAB III  : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; 
BAB IV  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; 
BAB V  : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Grati Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 
Renja Kecamatan Grati Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Grati. 
 

 



Pasal 6 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2021 

BUPATI PASURUAN, 
 
 
           ttd. 
 
M. IRSYAD YUSUF 

 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 
 
 
            ttd. 
 
ANANG SAIFUL WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 54 
 
 
 

































































































































4. Mengkonsolidasi potensi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam 
rangka memproyeksi comunity development, sehingga terwujud 
tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program dan kegiatan 
yang telah ditetapkan 

 
RKPD menjadi pedoman Kecamatan Grati dalam menyusun RKA Tahun 

2022. Selain itu, RKPD Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana 
pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022.  Evaluasi terhadap hasil 
RKPD 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. 

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Grati dalam mewujudkan visi 
dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten 
Pasuruan di Kecamatan Grati. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak 
yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Grati dalam rangka 
mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten 
Pasuruan  secara keseluruhan. 

Diharapkan proses penyusunan RKPD yang berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan daerah menuju Kabupaten 
Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat  

 
 
  
 BUPATI PASURUAN, 
 
 
 ttd. 
 
 M. IRSYAD YUSUF 
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